
BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GEMA SA-IJAAN KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkeinginan
mewujudkan visi dan misi memberikan layanan
informasi pendidikan, hiburan, pelestarian budaya
daerah, lalu lintas, kebencanaan dan sebagai
kontrol sosial masyarakat untuk berpartisifasi aktif
dalam pembangunan daerah;

b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan
media komunikasi massa yang mempunyai peranan
sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya,
politik, ekonomi yang memiliki kebebasan dan
tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya
sebagai media informasi pendidikan, hiburan, serta
kontrol dan perekat sosial;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik, di Daerah dapat dibentuk lembaga
penyiaran publik lokal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa-
ijaan Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438)

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

11.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Publik (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4485);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005
tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4486);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

17.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 12/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : Km.78 Tahun 2003 tentang Rencana Induk
(Master Plan) Frekwensi Radio Penyelenggaraan
Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio
Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequensy (UHF);

18.Peraturan Menteri Komonikasi dan Informatika
Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata
Cara dan Prosedur Perizinan Penyelenggaraan
Penyiaran Daerah Kabupaten/Kota;

19.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Kalimatan Selatan Nomor : 02/KPID-KAL-SEL/2012
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Provinsi dan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
Kalimatan Selatan;

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);
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21.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMA SA-IJAAN
KABUPATEN KOTABARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Kabupaten Kotabaru.

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kotabaru.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga

penyiaran yang berbentuk badan hukum yang

didirikan oleh Pemerintah Daerah,

menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat

independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi

memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat

yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik

Indonesia (RRI).
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7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa-

ijaan yang selanjutnya disebut LPPL RGS adalah

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa-

ijaan Kabupaten Kotabaru.

8. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang

diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran

untuk menyelenggarakan penyiaran.

9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang

selanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Negara

yang bersifat independen yang berada di Kotabaru.

10. Dewan Pengawas LPPL RGS yang selanjutnya

disebut Dewan Pengawas adalah organ Lembaga

Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili

masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga

Penyiaran Publik yang menjalankan tugas

Pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga

penyiaran publik.

11. Dewan Direksi LPPL RGS yang selanjutnya disebut

Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga

penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung

jawab atas pengelolaan penyiaran publik.

12. Kepala Stasiun adalah Pimpinan Stasiun Radio

Gema Sa-ijaan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kotabaru.

13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran

melalui sarana pemancaran dan/atau sarana

transmisi didarat dan dilaut dengan menggunakan

spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel

dan/atau media lainnya untuk dapat diterima

secara serempak dan bersamaan oleh masyarakat

dengan perangkat penerima siaran.

14. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa

dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi

dalam bentuk suara secara umum dan terbuka

berupa program yang teratur dan

berkesinambungan.

15. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran

yang berisikan serangkaian program acara siaran

yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah

tertentu dengan menggunakan spectrum frekuensi

radio.


